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1. Berdasarkan pada pembahasan diatas maka kesimpulan 
yang dapat di ambil bahwa dalam keberadaan permukiman 
di kawasan sempadan sungai di kawasan garis sempadan 
sungai Gajah Wong belum sesuai berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota YogyakartaDalam peraturan daerah tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Nomor 2 
Tahun 2010, keberadaan permukiman itu masih terletak di 
garis sempadan sungai Gajah Wong yang seharusnya tidak 
diperbolehkan ada bangunan diatasnya, hal tersebut 
terlampir dalam Lampiran II-10 Peraturan Nomor 2 Tahun 
2010 Tentang Recana Tata Ruang Wilayah Kota 
Yogyakarta.  
2. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah terkait 
keberadaan permukiman di garis sempadan sungai gajah 
wong adalah dengan melakukan program pendaftaran tanah 
sistematika lengkap (PTSL), Program M3K serta adanya 
pendekatan FORSIDAS terhadap masyarakat sebagai salah 
satu organisasi yang menjawab permasalahan lingkungan 
dengan upayanya yaitu pengendalian masalah lingkungan. 
FORSIDAS berupaya memobilitas masyarakat bantaran 
sungai Gajah Wong dengan berperan sebagai forum 
komunikasi yang mengupayakan perbaikan-perbaikan dari 
lingkungan maupun masalah sosial. FORSIDAS memiliki 





lingkungan DAS Gajah Wong dengan kebijakan yang telah 
dibentuk bersama masyarakat dan instansi pemerintah. 
 
B. SARAN 
1. Keberadaan permukiman di kawasan garis sempadan sungai 
memang membuat kawasan sungai menjadi tidak tertata 
dan membuat kawasan tersebut tampak kumuh, walaupun 
keberadaan permukiman itu telah ada sebelum adanya 
peraturan mengenai pelarangan permukiman di garis 
sempadan sungai gajah wong. Seharusnya permukiman 
tersebut perlu diperhatikan lebih baik oleh pemerintah agar 
masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut juga 
nyaman untuk tinggal di kawasan garis sempadan sungai 
gajah wong tersebut. 
2. Mengenai tindak lanjut pemerintah terkait keberadaan 
permukiman di garis sempadan sungai gajah wong, 
seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kondisi 
kawasan sungai tersebut dengan memaksimalkan program-
program serta perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah 
untuk mengatasi masalah permukiman yang berdiri di 
sepanjang garis sempadan sungai gajah wong dengan tetap 
memperhatikan keadilan bagi masyarakat yang tinggal di 
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